BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan
berkaitan dengan kepatuhan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Perwal 921
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya di kota
Bandung dengan fokus Pemeliharaan dan Pemanfaatan bangunan cagar budaya,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan masyarakat dan pemerintah,
dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan, kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai

berikut:

1. Kepatuhan pemilik bangunan cagar budaya terhadap Perwal 921 Tahun 2010
tentang bangunan cagar budaya, adalah tinggi.

2. Tingkat kepatuhan Institusi Pemerintah kota Bandung terhadap Perwal 921
Tahun 2010 tentang bangunan cagar budaya adalah tinggi.

3. Dari 6 faktor yang mempengaruhi kepatuhan seperti yang dikemukakan oleh
Weaver, faktor insentif dan sanksi merupakan faktor yang dominan dalam
menciptakan kepatuhan baik itu dari pemerintah maupun pemilik bangunan

cagar budaya.
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4. Faktor pengawasan dan sumber daya menjadi hambatan bagi Institusi
Pemerintah Kota Bandung, karena kurangnya SDM dan anggaran. Menjadikan

kurangnya kinerja dalam melakukan pengawasan bangunan cagar budaya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran peneliti terkait dengan
kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bangunan cagar budaya adalah

sebagai berikut:

1. Para pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, yang merasa bangunan nya
sudah dirasa harus diperbaiki, maka cepat untuk diperbaiki tentunya harus
berkonsultasi nantinya akan diberi saran dan masukan dari pemerintah,
tentunya bagian bangunan yang mana harus diganti dengan yang baru.

2. Pemerintah dalam hal ini Disbudpar kota Bandung, agar bisa memberikan
lebih besar insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya, seperti
mengurangi jumlah pembayaran PBB, memberikan kemudahan kepada
pemilik bangunan cagar budaya untuk melakukan perawatan, lebih banyak
memberikan penghargaan kepada pemilik bangunan cagar budaya sebagai
bentuk apresiasi sudah menjaga bangunan cagar budaya.

3. Kepada pemerintah khususnya Disbudpar kota Bandung, agar dapat
melakukan pengawasan yang lebih baik, serta meningkatkan jumlah

anggota yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan bangunan
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Buku

cagar budaya, khususnya bangunan cagar budaya yang sudah mengalami
kerusakan, baik itu bangunan yang ditinggalkan maupun yang masih
ditinggali oleh pemiliknya, kurangnya jumlah sumber daya manusia
menjadi kurangnya pengawasan terhadap bangunan cagar budaya di kota

Bandung.

. Pemerintah seharusnya meningkatkan jumlah anggaran untuk Disbudpar

kota Bandung, karena jumlah anggaran yang tersedia sekarang masih jauh
dari cukup, apalagi Disbudpar kota Bandung harus terus menjaga bangunan
cagar budaya, sehingga kecukupan dana anggaran harus terpenuhi, supaya

tidak ada lagi bangunan cagar budaya yang terbengkalai.
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